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ABSTRAK 
SITTI FATIMAH, B111 12 031, dengan judul “Analisis Kriminologis 
Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan (Studi Kasus Di 
Kabupaten Sidrap Tahun 2013-1015)”. Dibawah bimbingan Muhadar 
selaku pembimbing I dan  Nur Azisa  selaku pembimbing II. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
melatarbelakangi terjadinya peredaran gelap narkotika yang dilakukan 
oleh perempuan di Kabupaten Sidrap serta upaya penanggulangannya. 
 
 Penelitian ini dilaksanakan di Polres Sidrap dan Rutan Kelas IIB. 
Wawancara dilakukan secara terstruktur dan juga pertanyaan 
dikembangkan di depan narasumber, serta telaah data, dokumen-
dokumen serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
peredaran narkotika. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya 
peredaran narkotika di Kabuaten Sidrap yaitu faktor rendahnya 
pemahaman tentang hukum, faktor kesulitan ekonomi, faktor pendidikan 
dan faktor lingkungan. Dalam hal upaya penanggulangan peredaran 
narkotika pihak kepolisian melakukan upaya preventif dan represif dan 
peran serta pihak kejaksaan, hakim serta pihak lapas ataupun rutan 
sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika 
demi terciptanya suatu keamanan, kesejahteraan dalam masyarakat 
maupun negara. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam perkembangannya, kuantitas kejahatan penyalahgunaan 
narkotika terus meningkat, hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya 
operasi peredaran narkotika secara ilegal oleh jaringan sindikat 
internasional ke negara-negara berkembang.1 
Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di 
Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah 
mencapai masalah keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi 
masalah nasional.  
Korban penyalahgunaan narkotika telah meluas hampir ke semua 
kalangan masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, mulai 
dari masyarakat kecil sampai pejabat negara sehingga melampaui batas-
batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambahnya tidak hanya 
perkotaan tetapi merambah sampai ke pedesaan dan melampaui batas 
negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, 
negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya 
lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada 
akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. 
Maraknya kasus peredaran narkotika di Indonesia secara umum dan 
di Kabupaten Sidrap pada khususnya telah merasuk sendi-sendi 
                                                          
1 Anang Iskandar. Jalan Lurus penanganan penyalah guna narkotika dalam konstruksi 
hukum positif, Viva Tanpas, Karawang:2015, Hal 14 
2 
kehidupan masyarakat, dari tingkat ekonomi bawah hingga ke tingkat 
ekonomi atas. 
Narkotika telah dijadikan mata pencaharian untuk memperoleh uang 
atau materi dengan cara yang mudah dan mengesampingkan upaya-
upaya produktif yang legal. Fenomena permasalahan sosial ini selain 
melanggar satu ketentuan hukum, tatanan adat budaya juga melanggar 
ketentuan agama. 
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memberantas 
peredaran narkotika, mulai dari proses penegakan hukum sampai dengan 
kebijakan untuk menanggulanginya. Memang diakui bahwa masalah 
peredaran narkotika saat ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, 
dimana bukan hanya kalangan dewasa yang mengedarkan barang haram 
tersebut tetapi juga sudah menjalar sampai pada anak-anak. 
Fenomena penyalahgunaan narkotika ini sudah dipandang sebagai 
persoalan kritis yang ceritanya tak pernah berkesudahan. Tak hanya di 
indonesia saja, di negara lain tindak pidana narkotika juga sudah di cap 
stempel sebagai persoalan yang sulit untuk diberantas. Sebenarnya, 
permasalahan yang menyangkut narkotika pun sudah dianggap sebagai 
salah satu kejahatan global yang sangat berbahaya apabila terus 
dibiarkan kelangsungannya. 
Satu lagi keprihatinan atas keberlangsungan tindak pidana ini adalah 
dengan cepat dapat merambah dan tersebar keseluruh pelosok setiap 
jengkal daerah yang ada di Indonesia. Seperti yang terjadi di Kabupaten 
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Sidrap. Banyak sekali penduduknya yang telah menggunakan, memakai 
dan menjadi sindikat peredaran narkotika. Yang paling dikhawatirkan 
adalah lingkaran setan ini tak hanya berhenti disitu, ia seperti menjelma 
sebagai suatu penyakit menular dan dapat menjangkiti siapa saja tanpa 
peduli tingkat usia dan tingkat sosial. 
Perempuan  menjadi bahan perbincangan yang menarik untuk digali 
lebih jauh. Telah menjadi anggapan yang demikian lama dan disepakati 
oleh sebagian besar manusia, andaikata memperbincangkan tentang 
perempuan, identik dengan memperbincangkan sejumlah kekurangan dan 
kelemahan. Memperbincangkan tentang kesetaraan gender, yang 
membuktikan sejajarnya kedudukan perempuan dengan laki-laki baik 
dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, bahkan dalam bidang politik 
disuatu negara. Dalam segi kekurangannya perempuan saat ini juga 
banyak yang terlibat dalam berbagai macam tindak pidana, salah satunya 
adalah menjadi pengedar gelap narkotika. Keterlibatan wanita dalam 
peredaran narkotika baik itu sebagai pemakai atau pengedar atau 
sekaligus dua-duanya untuk setiap tahunnya dari dalam masyarakat 
modern sekarang ini, termasuk di Indonesia sudah menjadi keadaan yang 
biasa, seseorang wanita aktif melakukan kegiatan diluar rumah tangga 
atau keluarganya. Hal ini baik karena dorongan faktor kebutuhan 
ekonomis yang meningkat maupun oleh faktor lain seperti psikologis 
karena banyaknya wanita yang berpendidikan yang mempunyai berbagai 
keterampilan untuk bekerja. 
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Dengan semakin banyaknya perempuan beraktifitas di luar rumah, 
maka bekerja maupun dalam aktifitas lain sebagaimana halnya laki-laki, 
tentu juga berpengaruh dan terpengaruh oleh lingkungan sekelilingnya.  
Akibatnya perempuan yang melakukan kejahatanpun semakin meningkat 
pula. Hal ini dapat dilihat diberbagai media massa tentang berita-berita 
kriminalitas yang dilakukan oleh perempuan. Bahkan dalam kehidupan 
sehari-hari tidak merasa heran atau menganggap hal yang luar biasa bila 
ada perempuanyang berperan sebagai indikator meningkatnya kwalitas 
kejahatan perempuan. Hal ini menunjukkan betapa tertekannya kondisi 
sosial kaum wanita disatu sisi, yaitu mulai dari tekanan dalam keluarga 
sampai kepada masalah ekonomi yang semakin menghimpit, sehingga 
kontribusi ini menjadikan perempuan terlibat dalam peredaran narkotika. 
Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkotika, 
Pemerintah Republik Indonesia telah menggolongkan jenis-jenis narkotika 
kedalam tiga golongan. Penjabaran penggolongan narkotika ini dapat 
ditemui didalam peraturan perundang-undangan lengkap beserta dengan 
penjelasannya, yaitu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika (Undang-Undang Narkotika). Perlu untuk diketahui bahwa 
Undang-Undang Narkotika merupakan pengganti Undang-Undang No. 22 
Tahun 1997 tentang Narkotika. Karena dianggap tidak lagi sesuai dengan 
perkembangan situasi dan kondisi, maka Undang-Undang No. 22 Tahun 
1997 Tentang Narkotika dicabut dan diganti dengan diberlakukannya 
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peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. 
Kehadiran Undang-Undang Narkotika memang merupakan suatu 
inovasi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia atas 
ketidaksesuaian situasi dan kondisi yang lazimnya disebut dengan 
perkembangan zaman. Perumusan pasal-pasal yang ada didalam 
Undang-Undang itupun dianggap sebagai terobosan yang berani dalam 
hal penjatuhan sanksi pidana bagi para pengedar dan lebih 
mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan terhadap para pihak yang 
mengalami kecanduan narkotika, dan masih banyak lagi keseimbangan 
serta keuntungan demi keadilan yang didapat dari undang-undang ini. 
Dari adanya pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengadakan suatu penelitian dan mengangkatnya dalam bentuk Skripsi 
dengan judul: “Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Gelap 
Narkotika Oleh Perempuan  (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap Tahun 
2013-2015)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah di atas dan untuk lebih memfokuskan 
penulisan proposal ini, maka rumusan masalah yang diangkat adalah 
sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perempuan terlibat 
dalam peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sidrap? 
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2. Bagaimanakah upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika 
oleh perempuan di Kabupaten Sidrap? 
 
C. Tujuan 
Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam 
penelitian ini yang bisa saya gambarkan adalah: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perempuan 
terlibat dalam peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sidrap. 
2.  Mengetahui upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika 
oleh perempuan di Kabupaten Sidrap. 
 
D. Manfaat 
Adapun manfaat dari penulisan ini adalah: 
1. Agar hasil penulisan ini memberikan sumbangan teoritis bagi 
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini 
perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana pada khususnya 
dan ilmu hukum pidana materil pada umumnya. 
2. Agar hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi 
untuk pembahasan mengenai kejahatan narkotika dan dapat 
dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan-
penulisan yang terkait dengan narkotika selanjutnya. 
3. Agar hasil penulisan saya menjadi sumbangan dalam rangka 
pembinaan hukum nasional, terutama pembinaan hukum pidana 
di Indonesia pada umumnya. 
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4. Memperluas wawasan pengetahuan penulis dan lebih mengetahui 
sejauh mana penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh 
di bangku perkuliahan. 
5. Dapat menjadi informasi bagi masyarakat untuk memahami 
mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kaum perempuan 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan (peredaran) narkotika 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan 
pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial dengan 
tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai 
masalah kejahatan, dengan menggunakan metode-metode ilmiah 
dalam mempelajari dan menganalisa pola-pola dan faktor-faktor 
kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta 
sanksi sosial terhadap pelakunya. 
Dalam kriminologi memang belum ada suatu definisi yang sama 
namun di bawah ini penulis akan mencoba untuk meninjau dari dua 
aspek yaitu: 2 
1. Dari segi etymologis 
Kriminologi berasal dari kata Crime artinya kejahatan 
sedangkan logika berasal dari kata Logos yang artinya ilmu. 
Jadi kriminologi adalah pengetahuan yang mempelajari tentang 
seluk beluk kejahatan. 
2. Menurut pendapat sarjana 
W.A. Bonger menjelaskan bahwa: 
                                                          
2  B. Bosu. Sendi Sendi Kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya, hal 11. 
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“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, 
menyelidiki sebab-sebab kejahatan, dan gejala kejahatan 
dalam arti seluas-luasnya”.3 
 
Yang dimaksud dengan mempelajari gejala kejahatan 
seluas-luasnya, termasuk mempelajari penyakit sosial 
(gelandangan, pelacuran, kemiskinan, dan alkoholisme). 
WME. Noach menjelaskan bahwa: 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki 
gejala-gejala kejahatan dan tingkah-laku yang tidak senonoh, 
sebab musabab serta akibat-akibatnya”. 
 
Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa: 
“Criminology is the body of knowledge regarding delinquency 
and crime as social phenomena”4 
 
(Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas 
kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial) 
 
Sementara J. Constant mendefinisikan kriminologi sebagai: 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab 
terjadinya kejahatan dan penjahat”.5 
 
Disisi lain Wolfgang, Savits dan Johnston dalam The 
Sociology of Crime and Delinquency memberikan definisi 
kriminologi sebagai berikut: 
“Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang 
kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan 
dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan 
mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-
keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan 
                                                          
3 Romli Atmasasmita.Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung: 
2013, hal 19 
4 A.S. Alam. Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar: 2010, hal 1. 
5 Ibid, Hal 2. 
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faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, 
pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap 
keduanya.”6 
 
Berdasarkan rumusan ahli diatas, dapat dilihat penyisipan kata 
kriminologi sebagai ilmu menyelidiki mempelajari. Selain itu, yang 
menjadi perhatian dan perumusan kriminologi bertujuan mempelajari 
kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, 
maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan 
dengan kejahatan tersebut. Penjahat dan kejahatan tidak dapat 
dipisahkan, hanya dapat dibedakan. 
2.  Ruang Lingkup Kriminologi 
Skop (ruang lingkup pembahasan) kriminologi mencakup tiga hal 
pokok, yakni: 
1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making 
laws).  
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process 
of making laws) adalah: 
a. Definisi kejahatan 
b. Unsur-unsur kejahatan 
c. Relativitas pengertian kejahatan 
d. Penggolongan kejahatan 
e. Statistik kejahatan 
                                                          
6  Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, Hal 12 
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2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws). 
Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (breaking 
laws) adalah: 
a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 
b. Teori-teori kriminologi 
c. Berbagai perspektif kriminologi 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the 
breaking og laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan 
kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga 
reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan (criminal prevention). 
Sementara yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan 
terhadap pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the 
Breaking Laws) antara lain: 
a. Teori-teori penghukuman 
b. Upaya-upaya penanggulangan/ pencegahan kejahatan, baik 
berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan 
rehabilitatif.7 
 
 
 
                                                          
7 Ibid hal 2-3. 
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B. Kejahatan 
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Kejahatan 
Apabila kita membaca kitab undang-undang hukum pidana, maka 
tidak ada satu definisipun tentang kejahatan. Dalam buku II Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan perumusan 
perbuatan manakah yang dapat dianggap sebagai suatu kejahatan. 
Kejahatan adalah delik hukum yaitu perbuatan-perbuatan yang 
meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa 
pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan 
taat hukum. 
Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang 
melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Ruang lingkup 
tentang kejahatan ini ditemukan di dalam undang-undang, peraturan 
pemerintah dan lain-lain, akan tetapi aturan yang ada terbatas pada 
waktu dan tempat walaupun kebaikannya sudah jelas nampak, yaitu 
adanya kepastian hukum karena dengan ini orang akan tahu yang 
mana perbuatan jahat dan yang tidak jahat. 
Seperti yang dikemukakan oleh MA. Elliat yang mengatakan 
bahwa: 
“kejahatan artinya suatu problem dalam masyarakat modern atau 
tingkah-laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi 
hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan 
seterusnya”.8 
 
                                                          
8  B. Bosu. Op.cit, hal 20 
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Sementra Paul Tappan, memandang dari sudut hukum 
mengemukakan bahwa: 
“An intentional act in violation of the criminal law (statutory or case 
law), committed without defence or excuse, and penalized by the 
state as felony and misdeminior.”9 
Tindakan pelanggaran terhadap norma hukum dan dijatuhi pidana 
baik secara feloni maupun mis deminor (secara kesengajaan 
maupun kelalaian)”. 
 
Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh 
unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur 
tersebut adalah: 
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm). 
2. Kerugian tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP). 
3. Harus ada perbuatan (criminal actI). 
4. Harus ada maksud jahat (criminal inten – mens rea). 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. 
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di 
dalam KUHP dengan perbuatan. 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan 
tersebut.10 
 
 
2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat 
dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang 
berkaitan dengan kejahatan. Teori tersebut pada hakekatya  berusaha 
untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan  
penjahat dengan kejahatan. Beberapa teori diantaranya: 
 
                                                          
9  Abintoro Prakoso. Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta: 
2013, hal 79. 
10  As. Alam. Op Cit, Hal 18-19  
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a. Teori Bonger 
Adapun beberapa unsur yang turut menjadi penyebab 
terjadinya kejahatan dari hasil penelitian dan penyelidikan adalah 
sebagai berikut: 
1. Terlantarnya anak-anak. Kejahatan anak-anak dan pemuda 
sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi 
pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umunya 
sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot 
kesusilaannya, sejak kecil. 
2. Kesengsaraan. Kesengsaraan dalam masyarakat 
merupakan unsur sosiologis akan terjadinya kejahatan. 
3. Nafsu ingin memiliki. 
4. Demoralisasi seksual. 
5. Alkoholisme.  
6. Rendahnya budi pekerti.11 
 
b. Teori Kartografi/geografi  
Teori kartografi yang berkembang di Prancis, Inggris, Jerman. 
Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830-1880. Teori ini sering 
pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan dalam 
ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah 
tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.12 
 
 
c. Teori Sosialis 
Ajaran sosialis dalam kriminologi didasarkan pada tulisan-tulisan  
Marx dan Engels. Yang menjadi pusat perhatian dari ajaran ini 
adalah determinasi ekonomi. Ajaran ini memandang kejahatan 
hanya sebagai hasil, sebagai akibat atau sebagai akibat lainnya 
saja. Ajaran ini menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi 
ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab akibat.13 
 
Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka untuk melawan 
kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi, 
dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan, dan keadilan sosial 
                                                          
11  Abintoro Prakoso. Op Cit, Hal 97-101 
12  Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Op Cit, Hal 28-29. 
13  Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Op Cit, Hal 29. 
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akan mengurangi terjadinya kejahatan seperti halnya tingkat kejahatan 
peredaran narkotika akan menurun. 
 
d. Social Control Theory (Teori Kontrol Social) 
Travis Hirschi (1969) berpendapat bahwa perilaku kriminal 
merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti 
keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat 
dengan individu.14 
 
e. Teori NKK 
Menurut A.S. Alam (Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) bahwa 
rumus teori ini adalah N + K1 = K2 dimana N (Niat), K1 
(Kesempatan), dan K2 (Kejahatan).15 
 
Menurut teori ini bahwa sebab terjadinya kejahatan adalah karena 
adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat 
tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu 
pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka 
tidak mungkin akan terjadi kejahatan. 
Karangan dari Hans von Henting dan B. Mendelsohn yang 
berjudul “The Criminal and hisVictim”(1949) yang menyatakan bahwa: 
“Dalam kejahatan-kejahatan tertentu ditemui adanya peranan korban 
yang sangat penting dalam menimbulkan kejahatan”16 
Hasil dari studi penyebab kejahatan inilah nantinya yang 
melahirkan sejumlah teori tentang penyebab kejahatan. 
                                                          
14  Abintoro Prakoso. Op Cit, Hal 113. 
15Ray Pratama Siadari. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Uapaya 
Penanggulangan Kejahatan, diakses dari 
http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/upaya-penanggulangan-kejahatan.html?m=1 
pada tanggal 12 Februari 2012 pukul 06.07. 
16 Teguh Prasetyo. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Nusa Media: Bandung, 2010, hal 
13 
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Seperti yang dikemukakan oleh EH. Sutherland dan Donald 
Cressey yang mengatakan bahwa: 
a. Kejahatan dipelajari secara negatif, ini berarti bahwa kejahatan 
tidak diwariskan. 
b. Kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain melalui 
proses komunikasi 
c. Bagian pokok proses belajar kejahatan berada dalam 
kelompok-kelompok pribadi intim. 
d. Proses belajar kejahatan meliputi: 
1) Teknik-teknik untuk melakukan kejahatan yang kadang kala 
rumit dan kadang-kadang sangat sederhana. 
2) Arah, motif, dorongan, pembenaran, dan sikap-sikap. 
e. Arah khusus motif dan  dorongan dipelajari dari definisi-definisi 
tentang penguntungan atau tidaknya aturan hukum 
f. Seseorang menjadi delikuen oleh karena ia lebih mempunyai 
definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan 
dengan definisi-definisi yang tidak mendukung pelanggaran 
hukum. 
g. Pengelompokan yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam 
dalam frekuensi, lamanya, prioritas dan itentitas. 
h. Proses belajar kejahatan melalui pengelompokan dengan pola-
pola kejahatan yang menyangkut semua mekanisme yang 
terdapat dalam proses apapun. 
i. Walaupun kejahatan merupakan pencerminan kebutuhan-
kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi tidak dijelaskan 
oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai tersebut. 
j. Merupakan pencerminan nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan 
yang sama.17 
 
Dengan kata lain faktor penyebab kejahatan itu beraneka ragam 
faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan motif seseorang 
melakukannya menurut Saherodji adalah: 
a. Faktor intern yaitu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku 
itu sendiri, misalnya kurang disiplin diri, kurangnya kepercayaan 
terhadap agama, agar bisa diterima di lingkungan pergaulan 
dan bisa juga si pelaku merasa frustasi. 
b. Faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar diri si pelaku 
itu sendiri, misalnya keadaan lingkungan sekitarnya dan masih 
                                                          
17 GW. Bawengan. Masalah Kejahatan dengan sebab dan akibat. Pradnya Paramita,   
Jakarta: 1997, Hal 39 
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mencari perhatian dari orang-orang yang berada di 
sekelilingnya. 
c. Faktor lingkungan yang kurang baik dari diri si pelaku. 
d. Perubahan pola konsumsi dari masyarakat yaitu adanya 
keinginan dari masyarakat untuk mengkonsumsi barang-barang 
secara berlebihan melebihi kemampuan finansialnya. 
e. Faktor sosial. 
f. Faktor putusan hakim oleh si pelaku dianggap masih sangat 
ringan.18 
 
Sementara menurut Kohlberg yang dikutip oleh Noach, 
menyatakn bahwa : 
“perilaku jahat manusia itu ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu  
(1) Faktor pendorong, keinginan yang datang dari dalam diri 
manusia sendiri yang menuntut untuk dipenuhi, egoisme dan 
rangsangan-rangsangan yang datang dari luar; (2) faktor 
penghambat, kendali dari dalam diri sendiri (moral) dan kontrol 
dari masyarakat luar, ancaman, dan hukuman.”19 
 
 
3. Upaya penanggulangan kejahatan Menurut Teori 
Ada beberapa teori mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman 
sebagai salah satu acuan dalam penanggulangan kejahatan. 
a. Teori Penjeraan (afschriking/ deterrence) 
Teori ini disebut juga “teori menakut-nakuti” Feurbach 
berpendapat bahwa hukuman harus dapat menakuti orang 
supaya jangan berbuat jahat. 
 
b. Teori Memperbaiki (verbeterings/ rehabilitasi) 
Teori ini beranggapan bahwa tujuan dijatuhkannya pidana 
kepada para pelanggar hukum adalah untuk memperbaiki si 
terhukum itu sendiri. Proses ini disebut proses rehabilitasi, 
resosialisasi atau pemasyarakatan 
 
c. Teori Penutupan (onschadelik/incarceration) 
pengasingan (penutupan) adalah suatu doktrin yang 
menyatakan tindakan karantina memang sangat penting dan 
diperlukan dalam pelaksanaan pidana untuk mencegah 
                                                          
18  H. Hari Saherodji, Pokok-Pokok Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta: 1995, hal 36 
19  Moelianto, Asas-asas Hukum Pidana, Gajah Mada Press, Yogyakarta: 1980, hal 9. 
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pengulangan kejahatan oleh penjahat-penjahat yang 
berbahaya.20 
 
Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua 
pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai 
program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara 
yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. 
Seperti yang dikemukanan oleh E.H. Sutherland dan Cressey 
yang mengemukakan bahwa crime prevention dalam pelaksanaannya 
ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari 
kejahatan itu, yaitu: 
a. Metode untuk mengulangi pengulangan dari kejahatan. 
Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah 
residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang 
dilakukan secara konseptual. 
b. Metode untuk mencegah The first crime 
Suatu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan 
yang pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh 
seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention 
(preventif).21 
 
Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya 
penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus 
berupaya untuk  memperbaiki perilaku seseorang yang telah 
dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga 
pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan  
dapat dilakukan secara preventif dan represif. 
                                                          
20 A.S. Alam. Op Cit, Hal 81. 
21Ray Pratama Siadari. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Uapaya 
Penanggulangan Kejahatan, diakses dari 
http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/upaya-penanggulangan-kejahatan.html?m=1 
pada tanggal 12 Februari 2012 pukul 06.07. 
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1. Upaya preventif 
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk 
mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. 
Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik 
penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyang dalam 
kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan 
dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. 
Barnest dan  Teeters menunjukkan beberapa cara menanggulangi 
kejahatan yaitu: 
a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan utntuk 
mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-
tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi 
tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. 
b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang 
menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun 
potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis 
dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial 
ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu 
kesatuan yang harmonis. 
 
Dari pendpat Barnest dan teetrs tersebut diatas menunjukkan 
bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau 
keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah 
tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. 
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2. Upaya represif 
Upaya represif dilakukan pada saat setelah terjadi tindak pidana/ 
kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law 
enforcemenet) dengan menjatuhkan hukuman.22 
Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo 
mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdulsyani sebagai berikut: 
“Menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang 
mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi 
terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tapi juga 
orang-orang yang menurut Sahardjo telah diayomi oleh pohon 
beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang 
berfaedah di dalam masyarakat indonesia”. 
 
 
C. Narkotika dan Jenis-Jenisnya 
1. Pengertian Narkotika 
Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat 
yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa 
pengaruh terhadap tubuh si pemakai.23 Pengaruh tersebut dapat 
berupa: menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan 
(halusinasi). 
Sehubungan dengan pengertian narkotika perkataan narkotika 
berasal dari perkataan Yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga 
tidak merasa apa-apa.24 
 
 
 
                                                          
22  A.S. Alam. Op Cit, Hal 80 
23 B. Bosu. Op Cit Hal 68 
24 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, P.T. Alumni, Bandung: 2006, hal 36. 
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Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan 
definisi tentang narkotika, 
“Narcotice are drugs which product insensibillity or stuporduce to 
their depresant offer on the central nervous system, included in 
this definition are opium-opium derivativis (morphine, codein, 
methadone)”. 
 
Artinya lebih kurang ialah 
“narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan 
ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut 
bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi 
narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang terbuat dari 
candu (morphine, codein, methadone)”.25  
 
Dalam ketentuan umum UU nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika menyebutkan bahwa pengertian narkotika adalah zat atau 
obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis 
maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 
Begitu banyaknya akibat yang dapat ditimbulkan oleh 
penyalahgunaan narkotika, sehingga dalam Pasal 114 ayat 1 UU No. 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: 
“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 
dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika 
golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah)”. 
                                                          
25 Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S. Tindak Pidana Narkotika, Ghalia 
Indonesia, Jakarta: 2003, hal 18. 
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Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang 
tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan 
penyalahgunaan dan peredaran narkotika atau merupakan suatu sanksi 
pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat. 
 
2. Jenis-Jenis Narkotika 
Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 
2009 pada bab II Dasar, Asas, dan Tujuan Pasal 6 Ayat (1) 
menyebutkan  bahwa narkotika sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 digolongkan kedalam: 
a. Narkotika Golongan I; 
b. Narkotika Golongan II; dan 
c. Narkotika Golongan III. 
Adapun jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam 
kehidupan sehari-hari yaitu: 
1. Candu atau disebut dengan opium 
Berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan Papaver 
Somniferum, nama lain dari candu selain opium adalah madat. 
Banyak ditemukan di negara-negara seperti Turki, Irak, India, 
Mesir. Bagian yang dipergunakan dari tanaman ini adalah 
getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika jenis candu atau 
opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh 
hypnotics dan tranglizers. Depressants, yaitu merangsang 
sistem saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai 
sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. 
Ciri-ciri tumbuh-tumbuhan papaver somniferum ini antara lain 
adalah 
a. Termasuk golongan tumbuhan semak (perdu); 
b. Warna daun hijau tua (keperak-perakan); 
c. Lebar daun 5-0 cm dan panjang 10-25 cm; 
d. Permukaan daun tidak rata melainkan berlekuk-lekuk; 
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e. Buahnya berbentuk seperti tabuh gong; 
f. Pada tiap tangkai hanya terdapat 1 (satu) buah saja yang 
berbentuk buah polong bulat sebesar buah jeruk, pada 
ujungnya mendatar dan terdapat gerigi-gerigi. 
Ada dua macam masakan candu, yaitu candu masakan dingin 
(cingko) dan candu masakan hangat (jicingko). Apabila cingko 
dan jicingko dicampur maka dapat menjadi candu masak yang 
memiliki kadar morphin tinggi, warna candu masak coklat tua 
atau coklat kehitam-hitaman. Candu atau opium ini turunannya 
menjadi morphine dan heroin (putau). 
Dalam bentuk sintesis (buatan yang diolah secara kimiawi di 
farmakologi) morphine dan heroin hasilnya berupa pethidine 
dan methode digunakan sebagai obat. 
2. Morphine 
Merupakan zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat 
pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara 
kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan 
dan memiliki daya eskalasi yang relatidf cepat, dimana seorang 
pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diingini selalu 
memerlukan penambahan dosis yang lambat laun 
membahayakan jiwa. 
Menurut pharmatologic Principles of Medical Practice by John 
C. Kranz dan Jeleff Carr, bahwa  
“sebagai obat morphine berguna untuk hal sebagai berikut. 
a. Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, 
hanya cukup dengan 10 gram. 
b. Menolak penyakit mejan (diare). 
c. Batuk kering yang tidak mempan codeine. 
d. Dipakai sebelum diadakan pembedahan. 
e. Dipakai dalam pembedahan dimana banyak 
mengeluarkan darah, karena tekanan darah berkurang. 
f. Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi 
kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut 
tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).” 
Tetapi bila pemakaian morphine disalahgunakan maka akan 
selalu menimbulkan ketagihan phisis bagi si pemakai. 
3. Heroin 
Berasal dari tumbuhan papaver somniferum, seperti telah 
disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan 
codeine, morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan 
sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi 
kelebihan dosis, bisa mati seketika. 
4. Cocaine 
Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut erythroxylon coca. 
Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, 
lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan 
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bahan-nahan kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya 
pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri 
cocaine antara lain : 
a. Termasuk golongan tanaman perdu atau belukar; 
b. Di indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa 
Timur; 
c. Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 (dua) meter; 
d. Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, 
tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkai; 
e. Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau 
merah saja apabila sudah masak; 
5. Ganja 
Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput 
bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu 
mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang 
dibuat dari damar tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis 
lebih kuat daripada ganja. 
Ganja terbagi atas dua jenis 
1. Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang 
bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk 
pembuatan tali. 
2. Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, 
biasanya dipergunakan untuk pembuatan rokok ganja. 
6. Narkotika sintetis atau buatan 
Adalah jenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses 
kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah 
Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika 
dan Zat Adiktif lainnya. 
Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama 
berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan 
pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran. 
Narkotika sinthetis dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai reaksi 
terhadap pemakainya. 
a. Depressants  
Depressants atau depresi, yaitu mempunyai efek mengurangi 
kegiatan dari susunan saraf pusat, sehingga dipakai untuk 
menenangkan saraf seseorang atau mempermudah orang 
untuk tidur. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan 
depressants adalah sebagai berikut 
1) Sedativa/ Hinotika (obat penghilang 
rasa sakit) 
2) Tranguilizer (obat penenang) 
3) Mandrax 
4) Ativan 
5) Valium 5  
6) Metalium 
7) Ropypnol 
8) Nitrazepan 
9) Megadon  
25 
Pemakaian obat ini menjadi delirium, bicara tak jelas, ilusi 
yang salah, tak mampu mengambil keputusan cepat dan 
tepat. 
b. Stimulants 
Yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek 
kebalikan dengan defressants, yaitu menyebabkan 
peningkatan kesiagaan, frekwensi denyut jantung bertambah/ 
berdebar, mersa lebih tahan bekerja, merasa gembira, sukar 
tidur, dan tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong 
stimulants antara lain sebagai berikut. 
1) Nikotin 
2) Khat 
3) Amfetamine/ ectacy 
4) Kokain 
5) Kafein 
6) Meth-Amphetamine/ shabu 
Obat-obat ini khusus digunakan dalam jangka waktu singkat 
guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme 
tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut 
jantung, serta menstimulir bagian-bagian saraf dari otak yang 
mengatur semangat dan kewaspadaan. 
c. Hallucinogens/ halusinasi 
Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-
perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada 
halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang 
salah, artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah itu 
nyata atau hanya ilusi saja. 
d. Obat adiktif lain 
Yaitu minuman yang mengandung alkohol, seperti beer, wine, 
whisky, vodka, dan lain-lain. Minuman lokal, seperti suguer, 
tuak. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi 
karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti 
glukosa, asam amino, asam folat, cacium, magnesium, dan 
vitamin B12. Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala 
muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan 
karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan 
akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan saraf 
pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.26 
 
D. Tindak Pidana Peredaran Narkotika 
1. Pengertian Tindak Pidana Peredaran Narkotika 
Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit  dan dalam kepustakaan 
                                                          
26 Ibid, Hal 21-27 
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tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan 
pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang 
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau 
tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang 
mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah 
yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada 
peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang 
abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum 
pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat 
ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan 
istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. 
Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana 
atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak 
sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang 
dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang 
mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan 
ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang 
melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. 
Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap 
kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara dan tanpa 
hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana 
narkotika dan prekursor narkotika 
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2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika 
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
disamping mengatur penggunaan narkotika, juga mengatur secara 
khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam 
Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang berjumlah 37 pasal. 
Semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut 
merupakan kejahatan, alasannya adalah bahwa narkotika 
dipergunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, 
maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut 
sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang 
ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah. 
Dari ketentuan-ketentuan pidana tersebut maka pengelompokan 
kejahatan di bidang narkotika adalah: 
a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika. 
Kejahatan tersebut bukan hanya perbuatan yang memproduksi 
narkotika saja melainkan perbuatan sejenis dengan itu berupa 
mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, dan 
menyediakan narkotika untuk semua golongan. 
b. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito 
narkotika. 
Kejahatan narkotika ini dalam arti luas termasuk dalam 
perbuatan membawa, mengirim dan mentransito narkotika, 
diatur dalam Pasal 81. Kemudian masi ada tindak pidana di 
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bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada 
nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan 
tugasnya dengan baik. 
c. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika. 
Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini 
maksudnya bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi 
termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar 
narkotika. Dalam tindak pidana narkotika ini perbuatan 
menyalurkan dan menyerahkan narkotika juga termasuk dalam 
perbuatan jual beli narkotika. 
d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika. 
Dalam kejahatan ini oleh undang-undang dibedakan antara 
tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak 
pidana menguasai narkotika golongan II dan III, karena 
golongan narkotika tersebut memiliki fungsi dan akibat yang 
berbeda. 
e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika. 
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, golongan 
II, dan golongan III dibedakan atas dua macam, yaitu 
penyalahgunaan narkotika untuk orang lain dan 
penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. 
f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu 
narkotika. 
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Undang-undang narkotika menghendaki agar pecandu 
narkotika melaporkan diri atau keluarganya yang melaporkan. 
Kewajiban tersebut apabila tidak dilakukan merupakan tindak 
pidana bagi orang tua atau wali yang bersangkutan. 
g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika. 
Seperti diketahui bersama bahwa pabrik obat diwajibkan 
mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam 
bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika, kemudian 
untuk dapat dipublikasikan harus dilakukan pada media cetak 
ilmiah kedokteran atau pada media cetak ilmiah farmasi. 
Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka terjadi kejahatan 
narkotika yang menyangkut label dan publikasi. 
h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika. 
Yang menyangkut dengan proses peradilan meliputi 
pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan, penuntutan, dan 
pengadilan. Sehingga perbuatan menghalang-halangi atau 
mempersulit jalannya proses peradilan yang bertujuan untuk 
proses peradilan tidak lancar atau tidak jadi sama sekali 
merupakan tindak pidana. Perbuatan menghalang-halangi 
dapat dilakukan disemua tingkat pemeriksaan yang dilakukan 
oleh siapa saja, sedangkan perbuatan mempersulit dilakukan 
ketika pemeriksaan perkara sedang berlangsung yang 
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dilakukan oleh orang yang sedang diperiksa oleh petugas atau 
pejabat pemeriksa. 
i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan 
narkotika. 
Dalam perkara narkotika ada kemungkinan bahwa barang bukti 
yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, 
sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan ke 
persidangan semuanya. Barang bukti yang demikian dilakukan 
penyisihan yang wajar dan selebihnya barang bukti itu 
dimusnahkan yang dibuat dan dimasukkan dalam berkas berita 
acaranya. Apabila dilakukan maka dapat dikenakan pidana. 
j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu. 
Sebelum seorang saksi memberikan keterangan dimuka sidang 
persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana 
maka ia wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan 
agamanya. Dengan cara ini diharapkan saksi memberikan 
keterangan selaku konsekuen. Dan bila dalam perkara 
narkotika saksi tidak memberikan keterangan dengan benar 
dapat dipidana. 
k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga. 
Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang 
narkotika untuk memproduksi, menyalurkan, atau menyerahkan 
narkotika yang ternyata melakukan kegiatan yang tidak sesuai 
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dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang 
ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan lembaga yang 
bersangkutan dapat dijatuhi pidana. 
l. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah 
umur. 
Kejahatan dibidang narkotika ini tidak seluruhnya dilakukan 
oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan 
pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum 
genap18 tahun). Anak-anak yang belum dewasa cenderung 
mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang 
berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil 
akibat perkembangan fisik dan psikis. 
 
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Peredaran Narkotika 
Bentuk-bentuk peredaran narkotika yang umum dikenal antara 
lain: 
 
a. Pengedaran narkotika; 
Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran 
narkotika, baik nasional maupun internasional 
 
b. Jual beli narkotika; 
Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari 
keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk 
kepuasan.27 
  
 
 
                                                          
27 Ibid, Hal 45. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidrap, yaitu di 
Kepolisian Resort Sidrap dan tambahan data di Lembaga 
Pemasyarakatan dengan pertimbangan terdapat kasus kejahatan 
narkotika sehingga data yang diperlukan untuk bahan analisis tersedia 
secara memadai. 
 
B. Jenis dan Sumber data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi kedalam dua jenis 
data yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian 
lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara 
langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan 
penulisan proposal ini. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-
bahan laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen 
lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat 
dengan masalah yang dibahas dalam penulisan proposal 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan 
menegtahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang 
terjadi di masyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-
data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik 
pengumpulan data yang berupa: 
1. Observasi 
Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap objek yang 
diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan observasi sistematis yaitu 
observasi yang dilakukan oleh penulis dengan memakai instrumen 
pengamatan. 
2. Wawancara 
Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh penulis kepada 
responden untuk menggali informasi. Dalam hal ini penulis 
melakukan wawancara tidak teratur yaitu wawancara yang 
dilakukan secara bebas, namun tetap mengacu pada data atau 
informasi yang diperlukan dengan menggunakan pedoman yang 
hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang perlu 
ditanyakan.  
 
D. Analisis Data 
Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian 
diolah dan dianalisis secara kualitatif dan menggunakan metode 
34 
deduktif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah satu analisis 
yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian 
digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori 
yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Metode deduktif 
artinya bahwa penelitian dimulai dari hal-hal yang umum sampai ke 
khusus. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Faktor-Faktor Penyebab Perempuan Terlibat Dalam Peredaran 
Gelap Narkotika. 
Untuk membahas permasalahan yang dijadikan titik tolak 
penelitian ini, maka data yang diperoleh adalah data-data yang 
dikumpulkan baik dari Kepolisian yakni dari Polres Sidrap maupun dari 
Rutan Kelas IIB Sidrap. 
Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat 
susah untuk dihilangkan. Selain itu permasalahan narkotika juga 
merupakan kejahatan luar biasa atau Extra Ordinary Crimes. Dalam 
perkembanganya kasus-kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin 
meningkat di negara kita ini. Bahkan permasalahan narkotika saat ini 
telah melibatkan perempuan dalam menjalankan aksinya baik sebagai 
pemakai maupun sebagai pengedar. 
Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat 
kompleks dan sangat sulit untuk ditanggulangi. Begitu banyaknya 
upaya yang telah dilakukan mulai dari upaya preventif hingga upaya 
represif, namun permasalahan Narkotika ini tidak juga hilang dari 
negara kita khususnya di Kabupaten Sidrap itu sendiri. Walaupun 
pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat setiap 
tahunnya semakin meningkat tapi masih belum menyurutkan niat dari 
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pengedar untuk mengedarkan barang haram tersebut. Hal ini terjadi 
karena banyaknya orang membutuhkan dan tergiur oleh keuntungan 
yang dapat diperoleh dari hasil penjualan barang haram tersebut 
sangat menjanjikan. Dilihat dari keadaannya, narkotika berkembang 
seiring dengan perkembangan zaman, hal ini ditunjukkan dengan 
banyaknya orang menggunakan narkotika mulai dari kalangan orang 
dewasa hingga anak-anak bahkan perempuan yang seharusnya 
menjadi panutan bagi anak-anaknya terlibat dalam hal tersebut. 
Kasus tindak pidana narkotika telah terjadi baik di kota besar 
maupun di desa terpencil sekalipun. Hal ini dapat pula merusak 
tatanan kehidupan generasi kita, adapun usaha yang dilakukan aparat 
kepolisisan guna meminimalisir kejahatan tersebut dapat dilihat pada 
tabel berikut ini:  
Tabel 1 
Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika Dari Tahun 2013-2015 
No Status 
Tahun 
Jumlah  
2013 2014 2015 
1. Pengedar  27 52 19 98 
2. Pengguna  64 73 94 237 
Jumlah 91 125 113 335 
Sumber: Sat Resnarkoba Sidrap. 
 Berdasarkan tabel 1 di atas, tampak bahwa selama kurun waktu 
2013-2015 terdapat 98 kasus tindak pidana peredaran narkotika yang 
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terjadi di Kabupaten Sidrap, dimana kasus ini lebih sedikit 
dibandingkan kasus penyalahgunaan narkotika yaitu 237 kasus. 
Dapat pula diketahui bahwa jumlah kasus peredaran narkotika paling 
banyak terjadi pada tahun 2014 yakni 52 kasus. 
Dari data tersebut juga menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan 
aparat dapat meminimalisir peredaran narkotika dari tahun 2013-2015. 
Namun dibeberapa titik di Kabupaten Sidrap terdapat pula 
peningkatan peredaran narkotika yang sulit untuk ditanggulangi, hal ini 
disebabkan banyaknya modus yang digunakan untuk mengelabui 
masyarakat dan aparat kepolisian, seperti yang banyak diberitakan 
baik dalam media cetak maupun media elektronik modus yang 
dipergunakan dalam mengedarkan narkotika merupakan modus yang 
telah tersusun rapi yang mengakibatkan peredaran narkotika ini dapat 
terjadi dan berkembang. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Mintu Sat 
ResNarkoba Bapak Joni Mamisa dijelaskan bahwa tidak ada 
perbedaan khusus antara perempuan dan laki-laki yang melakukan 
peredaran narkotika. 
Selain itu juga dijelaskan bahwa sebagian besar pelaku tindak 
pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh perempuan 
mengedarkan shabu-sabhu. Dalam proses penangkapannya pihak 
kepolisian membentuk tim khusus dimana modus penangkapan para 
pelaku sangat tergantung pada informasi warga masyarakat. Selain itu 
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juga pihak kepolisian melakukan penyamaran menggunakan salah 
satu teknik pengungkapan jaringan narkoba yakni teknik pembelian 
terselubung. Dalam hal ini proses penyamaran atau penyelidikan 
dilakukan hingga berbulan-bulan dengan sangat terencana sehingga 
terkumpul bukti kuat untuk melakukan penangkapan. 
Lanjut dijelaskan bahwa dalam proses penangkapan atau 
penindakan terhadap kasus tindak pidana peredaran narkotika ini 
tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi. Menurut beliau 
terkadang informasi proses penangkapan telah diketahui sebelumnya 
oleh pelaku sehingga pada saat pihak kepolisiaan melakukan proses 
penangkapan pelaku sudah melarikan diri. Selain itu pelaku juga 
sangat lihai dalam mengelabui pihak kepolisian.  
Tabel 2 
Jumlah Perempuan Yang Terlibat Dalam Kasus Tindak Pidana 
Peredaran Narkotika  Dari Tahun  
2013-2015 
No Tahun 
Jumlah Pelaku 
Pengedar Narkotika  
Jumlah Pelaku 
Pengedar Narkotika 
Oleh Perempuan 
1. 2013 27 1 
2. 2014 52 5 
3. 2015 19 2 
Jumlah 98 8 
Sumber: Sat Resnarkoba Sidrap. 
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Berdasarkan data dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa 
jumlah perempuan yang terlibat dalam tindak pidana peredaran 
narkotika yang terjadi di Kabupaten Sidrap yang ditangani oleh Sat 
Narkotika Polresta Sidrap dari tahun 2013 – 2015 sebanyak 8 orang, 
dengan perincian tahun 2013 sebanyak 1 orang, tahun 2014 
sebanyak 5 orang dan pada tahun 2015 sebanyak 2 orang, dari data 
tersebut diatas diperoleh fakta bahwa setiap tahunnya perempuan 
terlibat dalam tindak pidana peredaran narkotika tidak menentu, 
dibuktikan dengan fakta bahwa pada tahun 2014 kasus peredaran 
narkotika yang dilakukan oleh perempuan meningkat dibandingkan 
dengan kasus yang terjadi pada tahun 2013, namun pada tahun 2015  
kasus tindak pidana peredaran narkotika yang terjadi justru menurun 
jika dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada tahun 2014. 
Tabel 3 
Data mengenai Usia, Pendidikan, Pekerjaan Perempuan 
sebagai  Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dari Tahun 2013-2015 
No Tahun 
Pelaku Tindak 
Pidana Peredaran 
Narkotika 
Usia Pendidikan Pekerjaan 
1. 2013 Pelaku 1 27 SMP IRT 
2. 
2014 
Pelaku 2 28 SD IRT 
3. Pelaku 3 33 SD IRT 
4. Pelaku 4 41 SMP IRT 
5. Pelaku 5 41 SMP IRT 
6. Pelaku 6 43 SD IRT 
7. 
2015 
Pelaku 7 33 SMA IRT 
8. Pelaku 8 30 SD IRT 
Sumber: Rutan Kelas IIB Sidrap 
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Pada tabel 3 di atas terlihat bahwa para pelaku tindak pidana 
peredaran narkotika baik dari tahun 2013 sampai 2015 semuanya 
berlatar belakang IRT (Ibu Rumah Tangga). Pada tabel ini pula 
memperlihatkan tinggi rendahnya pendidikan seseorang  tidak 
menjadi alasan seseorang menjadi pengedar narkotika karena dapat 
kita lihat pada tabel di atas, pelaku pengedar narkotika tidak hanya 
berpendidikan SD saja tetapi juga ada yang berpendidikan SMP 
maupun SMA. 
Untuk mengetahui faktor-faktor perempuan melakukan tindak 
pidana peredaran narkotika penulis melakukan wawancara dengan 
warga binaan di Rutan Kelas IIB Sidrap yang mana hasil 
wawancaranya dijabarkan sebagai berikut: 
1. Warga Binaan Pertama, umur 33 tahun, pekerjaan ibu rumah 
tangga, dikenakan Pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 tentang 
narkotika. mengaku mengikuti suami mengedarkan narkotika jenis 
shabu-shabu. Selain sebagai pengedar ibu ini juga mengaku 
menggunakan narkotika dan sekarang menjalani hukuman di 
Rutan Kelas IIB Sidrap. 
2. Warga Binaan Kedua, umur 41 tahun, pekerjaan ibu rumah 
tangga, dikenakan Pasal 114 UU No.35 Tahun 2009 tentang 
narkotika, mengaku mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu 
karena masalah ekonomi sampai ia tertangkap dan sekarang 
menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Sidrap. 
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3. Warga Binaan Ketiga, umur 28, pekerjaan ibu rumah tangga, 
dikenakan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 mengaku 
mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu, selain itu pelaku 
mengaku tdk pernah mengikuti sosialisasi tentang narkotika. 
Sekarang menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Sidrap. 
Penulis hanya mengambil tiga sampel untuk di wawancarai 
dikarenakan hampir setiap bulannya warga binaan dikirim ke 
Makassar, hal ini disebabkan jumlah binaan selalu over kapasitas. 
Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Mansur selaku Kepala 
Rutan Kelas IIB Sidrap “Jumlah tahanan kita selalu over kapasitas, hal 
ini disebabkan tingginya angka kriminal yang diungkap Polres di 
wilayah sidrap”. Selain itu bapak mansur juga mengatakan “masih 
tingginya tahanan kasus Narkoba di Rutan sehingga setiap bulan 
harus di kirim ke Makassar 10 hingga 30 orang setiap bulannya”. 
Dari hasil penelitian di Polres Sidrap dan Rutan Kelas IIB Sidrap, 
selanjutnya Penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang 
melatarbelakangi terjadinya tindak pidana peredaran narkotika yang 
dilakukan oleh perempuan di Kabupaten Sidrap adalah: 
1. Faktor Rendahnya Pemahaman Tentang Hukum 
Dalam kehidupan sehari-hari tanpa sadar kita diatur dan diikat 
oleh beberapa norma/aturan, salah satunya adalah norma hukum. 
Norma hukum sifatnya mengikat dan memaksa sehingga siapapun 
42 
yang melanggar mendapat sanksi berupa ancaman hukuman. 
Norma hukum membatasi setiap manusia dalam bertingkah laku di 
masyarakat dengan tujuan agar terciptanya kehidupan yang aman 
dan tentram di masyarakat. Seperti halnya para pengedar yang ada 
di Kabupaten Sidrap yang kurang memiliki pemahan tentang 
aturan-aturan hukum. Disisi lain kadang kala masyarakat acuh 
takacuh terhadap aturan yang ada sehingga mereka melakukan 
apa yang dianggapnya baik. 
2. Faktor Kesulitan Ekonomi 
Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu seseorang 
untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini disebabkan seseorang 
berada pada posisi ekonomi yang lemah dan mendapatkan 
berbagai tuntutan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles: 
“Kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, 
kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh 
kemewahan”.28 
Lebih lanjut Thomas van Aquino berpendapat tentang pengaruh 
kemiskinan terhadap kejahatan “orang kaya yang hanya hidup 
untuk kesenangan dan berfoya-foya atas kekayaannya, kalau pada 
suatu saat jatuh miskin ia akan mudah menjadi pencuri”29 
                                                          
28 Abintoro Prakoso. Op Cit Hal 32. 
29 Wahju Muljono. Op Cit Hal 22. 
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 Di lingkungan pengedar narkotika para pengedar tidak memiliki 
pekerjaan seperti yang penulis teliti sebelumnya bahwa pada 
dasarnya pengedaran narkotika yang dilakukan oleh perempuan 
hanya berlatarbelakang ibu rumah tangga. Dengan menjadikan 
usaha mengedarkan narkotika adalah sebuah pekerjaan yang 
menjanjikan dengan mendatangkan keuntungan yang berlipat, para 
pengedar lebih memilih menjadi pengedar narkotika daripada 
mencari pekerjaan lain yang notabennya uang yang dihasilkan 
adalah uang halal. 
3. Faktor Pendidikan 
Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang 
dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang 
bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan 
tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satunya adalah 
kejahatan narkotika dikarenakan pelakunya memiliki pendidikan 
yang rendah dan kemungkinan besar mereka yang berpendidikan 
rendah tersebut tidak mengetahui akibat dari tindak pidana 
peredaran narkotika tersebut. Dapat dilihat pada tabel 4 diatas, 
pendidikan yang paling tinggi oleh pelaku kejahatan narkotika 
adalah sekolah menengah atas 1 orang, 3 orang berijazah sekolah 
menengah pertama dan 4 orang hanya selesai pada tingkat 
sekolah dasar. 
 
44 
4. Faktor Lingkungan 
Faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan dimana 
perempuan tidak hanya hidup di lingkungan keluarga melainkan 
juga dalam masyarakat yang luas. Dengan semakin bebasnya 
pergaulan baik bagi anak muda masa kini maupun perempuan 
ditambah dengan berkurangnya moral yang menyebabkan 
perubahan besar dalam struktur masyarakat. Seperti yang 
dikemukakan oleh sosiolog Perancis Emile Durkheim yang 
menyatakan “Hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari 
hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai”.30 Hal ini dapat 
menyebabkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan 
maupun peredaran narkotika dikarenakan faktor lingkungan. oleh 
karena itu kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perillaku 
perempuan yang berkaitan dengan narkotika. 
Menurut hasil wawancara dari pihak kepolisian polres Sidrap 
bagian sat resNarkoba menyatakan pula  kebanyakan perempuan 
yang mengedarkan narkotika adalah perempuan yang bekerja di 
tempat hiburan, selain itu dikatakan pula perempuan mudah 
dipengaruhi. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa 
pergaulan dapat menjadikan seorang perempuan menjadi 
pengedar.  
 
                                                          
30 Abintoro Prakoso. Op Cit, Hal 110 
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B. Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Yang 
Dilakukan Oleh Perempuan 
Usaha penanggulangan suatu kejahatan, baik yang menyangkut 
kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan 
hukum negara tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena 
hampir tidak mungkin bisa menghilangkannya. Tindakan kejahatan 
atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada di 
permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk 
tingkat kehidupan masyarakt. Kejahatan amatlah kompleks sifatnya, 
karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai 
pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi 
oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya 
kasus kejahatan narkotika, juga karena semakin meluasnya informasi 
melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan 
dunia yang dapat berdampak negatif. 
Perkembangan peredaran narkotika dengan berbagai cara dan 
dampak negatif yang ditimbulkan sudah harus dirasakan sebagai 
ancaman yang serius bagi umat manusia yang penanganannya tidak 
boleh setengah-tengah, tetapi wajib menjadi gerakan umat manusia 
secara bersama-sama untuk menyadarkan dan memerangi anggota 
masyarakat yang terlibat dalam pengedaran narkotika, meskipun 
pelakunya adalah kaum perempuan, dimana kaum perempuan ini 
sangat memegang peranan penting dalam suatu rumah tangga. 
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Ketika ia adalah seorang ibu yang kemudian dituntut memberikan dan 
mengajarkan segala kebaikan kepada anak-anaknya, maka seketika 
kaum perempuan harus memiliki adab dan kelakuan baik, bukan 
terjebak dalam peredaran narkotika. Karena pada intinya, tidaklah 
menjadi suatu hal yang mengherankan jika anak-anak kelak mengikuti 
perbuatannya tersebut. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus 
dalam penanggulangan peredaran narkotika khususnya tindak pidana 
peredaran narkotika yang dilakukan oleh perempuan. 
Oleh karena itu, cara penanggulangan terhadap kejahatan pada 
umumnya dan peredaran narkotika pada khususnya juga bervariasi 
dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam suatu lingkungan 
masyarakat. Kebudayaan, pemerintah serta kebijakannya turut pula 
mempengaruhi cara-cara penanggulangan peredaran narkotika. 
Tabel 4 
UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN 
POLRES SIDRAP UNTUK MENCEGAH DAN MENANGANI 
KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEREDARAN NARKOTIKA 
 
n = 5 
No Alternatif Jawaban Jumlah Persentase 
1. 
Dilakukan penyuluhan dari pihak 
kepolisian kepada masyarakat 
khususnya generasi muda dan 
kaum perempuan tentang bahaya 
penyalahgunaan dan peredaran 
narkotika. 
0 0 
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2. 
Mensosialisasikan undang-undang 
narkotika serta ancaman hukuman 
bagi yang melanggarnya 
0 0 
3. 
Menjalin komunikasi yang baik 
antara masyarakat dengan pihak 
kepolisian agar masyarakat 
mendapatkan informasi tentang 
bahaya penyalahgunaan dan 
peredaran narkotika dan ancaman 
hukuman bagi penyalahgunaan 
narkotika agar masyarakat lebih 
waspada dan tidak menjadi korban  
0 0 
4. 
Melakukan tindakan yang tegas 
terhadap bandar dan poengedar 
narkotika sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
untuk memberikan efek jera. 
0 0 
5. 
Melakukan upaya pencegahan 
masuknya narkotika ke Kabupaten 
Sidrap dengan melakukan razia, 
mengecek setiap orang dan barang 
yang masuk ke Kabupaten Sidrap 
yang dicurigai terkait narkotika. 
0 0 
6. Jawaban 1, 2, 3, 4, dan 5 Benar 5 100% 
Sumber: Hasil penelitian yang diolah 
Berikut Penulis akan uraikan mengenai upaya yang dilakukan 
aparat kepolisian resort sidrap dalam mencegah dan menanggulangi 
keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkotika di 
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Kabupaten Sidrap berdasarkan hasil wawancara dan pemberian 
kuesioner terhadap pihak kepolisian: 
a. Upaya Preventif 
Upaya prevemtif disini adalah upaya-upaya awal yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana. Usaha-usaha tersebut adalah menanamkan nilai-nilai 
tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Sasaran yang 
hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran, 
kewaspadaan dan daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya 
suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari narkotika. 
Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan 
pengembangan lingkungan pola hidup masyarakt terutama kaum 
perempuan. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh institusi 
kepolisian adalah dengan memberikan penyuluhan akan dampak 
yang ditimbulkan dalam peredaran narkotika ini bagi dirinya 
sendiri maupun bagi keluarga dan masa depannya sebagai warga 
negara. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya 
peredaran narkotika melalui pengendalian dan pengawasan jalur 
resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran 
gelap narkotika dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak 
berkembang menjadi ancaman faktual. 
Menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dengan 
pihak kepolisian agar masyarakat mendapatkan informasi tentang 
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bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan ancaman 
hukuman bagi penyalahgunaan narkotika agar masyarakat lebih 
waspada dan tidak menjadi korban. 
b. Upaya Represif 
Selain upaya preventif yang dilakukan, pihak kepolisian juga 
melakukan tindakan terhadap kasus-kasus peredaran narkotika. 
Upaya ini dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana. Tindakan 
inilah yang dikenal dengan upaya represif. Dalam menanggulangi 
peredaran narkotika tersebut kesatuan narkoba Polres Sidrap 
melakukan tindakan-tindakan, yaitu: 
1. Membentuk tim khusus untuk melacak daerah yang 
sering ataupun daerah yang dicurigai terjadi transaksi 
narkotika, yakni dengan melakukan penyamaran sebagai 
pembeli untuk mencari dan menangkap oknum yang 
terbukti melakukan transaksi. 
2. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti 
tertangkap tangan baik itu mengedarkan maupun 
menggunakan narkotika. 
3. Melakukan pemeriksaan, penangkapan, penyelidikan, 
penyidikan serta tindakan lainnya yang berhubungan 
dengan kasus peredaran narkotika. 
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Berikut penulis akan uraikan bagaimana penegakan hukum yang 
dilakukan aparat kepolisian atas terjadinya tindak pidana peredaran 
narkotika oleh perempuan di Kabupaten Sidrap dapat dilihat dalam 
tabel dibawah ini: 
Tabel 5 
PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN ATAS 
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN SIDRAP 
 
n=5 
No Jawaban  Jumlah  Persentase  
1. Berjalan baik dan efektif 3 60 
2. 
Berjalan baik dan perlu dilakukan 
upaya pencegahan 
2 40 
3. 
Tidak berjalan sebagaimana 
mestinya 
0 0 
Jumlah  5 100 
Sumber: Aparat kepolisian dari satuan narkotika polresta Sidrap 
Berdasarkan data pada tabel 5 diatas dapat disimpulkan 
bahwa penegakan hukum atas tindak pidana peredaran narkotika 
di Kabupaten Sidrap berjalan baik sesuai dengan sistemnya. Hal 
ini dibuktikan bahwa 3 orang dari aparat kepolisian satuan 
narkotika polres Sidrap mengatakan bahwa penegakan hukum 
atas tindak pidana narkotika berjalan baik dan efektif dan 2 orang 
responden mengatakan penegakan hukum berjalan baik namun 
perlu ada upaya pencegahan. 
Bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan 
sebagai kelanjutan dari pihak kepolisisan dan melakukan 
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penuntutan dengan pemberian sanksi yang berat dan 
mempertimbangkan rumusan Pasal dalam undang-undang 
narkotika kemudian meneruskan ke majelis hakim pengadilan 
negeri. 
Sementara di pihak hakim berperan penting dalam 
penjatuhan pidana maksimal kepada pelaku sesuai dengan 
rumusan Pasal narkotika yang telah dilanggar, agar pelaku dan 
calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan, takut 
dan jera untuk mengulangi kembali. 
Karena di Kabupaten Sidrap tidak ada lapas maka rutan 
dijadikan sebagai tempat untuk membina tahanan dan narapidana 
dalam melakukan pembinaan salah satunya melakukan upaya 
penanggulangan kejahatan peredaran narkotika. Hal ini 
dimaksudkan agar mereka tidak mengulangi kembali 
perbuatannya. Upaya tersebut dilakukan dengan mengubah cara-
cara penyiksaan dan isolasi sebagai ganjaran atau penebus 
kearah suatu sistem penyadaran perilaku, sehingga apa yang 
dirasakan sebagai penderitaan tidak terulang lagi di masa-masa 
berikutnya. Pembinaan ini pula diharapkan dapat memberikan 
kesadaran pada diri sipelaku bahwa apa yang dilakukan tersebut 
merupakan hal yang tidak terpuji dan merugikan dirinya sendiri 
dan orang lain. 
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Jenis-jenis pembinaan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan 
Sidrap Kelas IIB menurut kepala rutan terdiri dari: 
 
a. Pembinaan Spiritual 
Bentuk pembinaan ini dilakukan melalui ceramah-ceramah 
keagamaan khususnya pada hari jum’at, pelajaran mengaji dan 
pendidikan agama. 
b. Pembinaan keterampilan 
Untuk pembinaan ini biasanya materi pembinaan 
keterampilan untuk warga binaan adalah kerajinan yang lazim 
wanita kerjakan seperti keterampilan memasak, selain itu 
kadang kala dinas sosial ikut terjun langsung memberikan 
pembinaan keterampilan berupa cara pembuatan lemari dari 
koran, pembuatan bros, bingkai dan kaligrafi serta usaha-usaha 
lain yang dapat memberikan semangat wiraswasta sehingga 
nantinya diharapkan setelah keluar dari rutan dapat dijadikan 
sebagai salah satu sumber penghasilan baginya dan 
keluarganya. 
c. Pembinaan Sosial 
Dalam pembinaan ini, kepada warga binaan dibekali 
pendidikan kemasyarakatan antara lain menggiatkan kegiatan 
olahraga seperti senam kebugaran jasmani yang diadakan satu 
kali seminggu yaitu pada hari jum’at. Selain itu menurut salah 
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satu staf rutan kelas IIB Sidrap kadang kala juga diadakan 
porseni antar rutan/lapas dimana dalam hal ini sangat 
membantu warga binaan tidak merasa canggung untuk 
membaur kembli dalam masyarakat. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan masalah peredaran narkotika yang 
dilakukan oleh perempuan di Kabupaten Sidrap periode Tahun 2013-
2015, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut: 
1. Faktor penyebab peredaran narkotika yang dilakukan oleh 
perempuan di Kabupaten Sidrap disebabkan karena faktor-
faktor sebagai berikut: 
a. Faktor rendahnya pemahaman tentang hukum 
b. Faktor kesulitan ekonomi 
c. Faktor pendidikan 
d. Faktor lingkungan 
2. Usaha-usaha yang ditempuh selama ini dalam upaya 
menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika terdiri atas: 
a. Usaha mencegah/ preventif oleh POLRES berupa upaya 
pengadaan sosialisasi hukum agar terciptanya suatu 
kesadaran, kewaspadaan dan daya tangkal serta terbinanya 
dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup 
bebas dari narkotika. 
b. Usaha penindakan/ represif oleh POLRES berupa 
pengintaian dan penyamaran, penyelidikan, penyidikan, 
penangkapan, penahanan,dan memberikan pidana pada 
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pelaku pengedar narkotika serta melakukan tindakan lainnya 
yang berhubungan dengan kasus tindak pidana peredaran 
narkotika. 
c. Usaha pembinaan, yakni membina para pelaku peredaran 
narkotika yang dinyatakan bersalah, yang terdiri dari 
pembinaan spiritual, pembinaan keterampilan dan 
pembinaan sosial. 
B. Saran 
Sebagai penutup dari skripsi ini, Penulis memberikan saran-saran 
yang kiranya bermanfaat dalam usaha menghadapi peredaran 
narkotika yang khususnya dilakukan oleh perempuan di masa-masa 
yang akan datang, antara lain sebagai berikut: 
1. Metode moralistik, upaya ini dilakukan dengan membina 
mental spritual yang biasa dilakukan oleh ulama ataupun 
pendidik, hal ini agar pelaku dapat mengatur kondisi emosional 
dan jiwanya sehingga mencegah dirinya terjerumus untuk 
melakukan perbuatan yang terlarang. 
2. Perlunya peran aparat penegak hukum agar lebih 
memaksimalkan fungsi masyarakat yang tanggap dan dapat 
mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang 
berwajib akan segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. 
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3. Dalam upaya penindakan yang dilakukan oleh aparat 
kepolisian diperlukan profesionalisme dalam menangani tindak 
pidana narkotika. 
4. Melakukan upaya-upaya pelatihan pemberdayaan perempuan 
baik secara sosial maupun ekonomi. Dengan pemberian 
program keterampilan bagi perempuan yang kurang memiliki 
pengalaman kewirausahaan dan penyertaan modal usaha 
untuk industri kecil rumah tangga. 
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